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KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 028/Kep.372-BPKD/2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR: 028/Kep.788-BPKD/2017 TENTANG PENUNJUKAN KUASA
PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2018

BUPATI BEKASI,

bahwa sehubungan dengan adanya Surat dari Sekretariat Daerah
Bagian Administrasi Pemerintahan Nomor: 100/705:Adm Pem
tanggal 19 September 2018 Perihal Perubahan Nama Pengurus
Barang Pembantu Bagian Administrasi Pemerintahan TA 2018,
maka Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu
yang semula telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bekasi
Nomor: 028/Kep.248-BPKD/2018 tanggal 23 Juli 2018, tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang

Pembantu pada Sekretariat Daerah perlu ditinjau dan disesuaikan
kembali,

bahwa atas dasar perimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf & diatas, maka perubahannya tersebut perlu ditetapkan
kembali dengan Keputusan Bupati,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
{Berita Negara Tahun 1950}

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4255);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C04 Nomor
5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333);

Undang-Undang Momor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelolaan dan  Peranggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomaor 4400);



5. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 MNomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor
5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Momor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik |Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik MNegara/Daerah (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3533);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milk Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10);

10, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

11.Peraturan Daerah MNomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017

Nomor 8);

12.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2015 tentang
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomaor 307,

13 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 81 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Sera Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekas
(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor B1);

14, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2017 tentang F‘etun}yk
Pelakeanaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi (Berita
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 53),

15.Peraturan Bupati Bekasi MNomor 61 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2017 Nomaor B1)



MEMUTUSHKAN:

Menetapkan ;
PERTAMA Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 028/Kep.248-BPKD/2018
tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang
FPembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018
KEDUA Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah
merubah ketentuan Lampiran nama Pengurus Barang Pembantu,
yang semula :
‘No Nama ~ Jabatan Dalam SKPD ~ Ditunjuk Sebagai |
1 3 e o '
"1 | FERRY PUTRA KURNIAWAN FELAKSANA PADA BAGIAN FENGURLUS BARANG
NIP. 19811003 201001 1 003 ADMINISTRAS! PEMERINTAHAN | PEMBANTU
diubah sebagai benkut -
No MNama Jabatan Dalam SKPD Ditunjuk Sebagai ]
1 2 3 4
1 | AL MUTARAM PELAKSAMNA PADA BAGIAN PENGURUS BARANG
NIP 13820811 201412 1001 | ADMINISTRAS|I PEMERINTAHAN | PEMBANTU
|
KETIGA Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Keputusan Bupati Nomor: 028/Kep 248-BPKD/2018 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus Barang
Fembantu.
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan
sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari temyata terdapat
kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 22 Oktowber 2018
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Tembusan : disampaikan kepada Yih.
1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;

2. Inspekiur Kahupaten Bekasi, . _
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bekasi.



